SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMEBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR EALTMANTAN UTARA,

Menimbang - a bahwa dalam rangka implementasi Pasal 12 ayat (1) dan (2)
Undang-Urndang Nomor 20 Tahun 2012 tenlang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 Tentang Organisast Perangkat Daerah, maka
dipandang perlu melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata
Kera Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembspga Teknis Daerah
Provinsi kalimantan Utara;

b, babhwa Peraturan Ghibernur Kalimantan Utard Nomor 04 Tahun
2013 Tentang Orpganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembeaga Teknis
Daereh Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi
belum mengakomodir selurub fungsi-fungsi Lembaga Telmnis
vang menjadi wrusan  daerah, agar pelaksanaan  roda
pemerintahan dapat berjalan secara optimal;

c. bahwa Perdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksad
dalam huruf a dan hurul b, perlu menctapkan Peraturin
Gubernur fentang Organisasi dan Tats Kerja [nspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah, Satuan Polisi
Pamong Praje dan Lembaga Telms Darah Provins! Kalimeantoan
Utars.

Mengingal I. Pasal |8 Ayal (B) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

4. Undang-Undang Nomar (7 Tahun 2003 tentung Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor 01 Tahun 2004  tentang
Ferbendaharaan  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Nepara Nomor 4355);




10.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Nepara Nomor 4437) scbagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Permnerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 MNomeor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Megara Tahun
2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentulean
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2005
Momor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 4378);

Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  tentang
Pembagian  Urusan Pemenntahan antara Pemenintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Momor 859, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008  lentang

Penyelengparaan Penanggulangan Beneana (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5094):

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Masional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangpgulangan
Bencana Daerah;



3

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 lentang
Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja;

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 332).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN LEMBAGA TEENIS DAERAH PROVINSI EALIMANTAN
UTARA

BARB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yvang dimalksud dengan ¢

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyatl Dacrah menurut asas
otonomi  dan  tugas pembantuan dengan prinsip otonomi  scluas-luasnva
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Hepublik Indonesia schagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

2. Dacrah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur

penyvelenggara pemerintahan daerah.

. Gubernur adalah Gubernur Provins Kalimantan Utara

5. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah vang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah scbagai unsur  penyelenggara
pemerintahan daerah.

. Perangkat Daecrah Provinsi adalah organisasi lembaga yang membantu

Gubernur dalam penyelenpggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sckretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Utara.

. Bekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara vang

selanjutnya disingkal Setda.

. Sekretaris Daerah adalah Seckretaris Dacrah Provinsi Kalimantan Utara

sela njutnyva disingkat Sekda.

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas terentu Pemerintah
yvang berbentuk Kantor dan Badan,
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10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang sccara nyata tercantum dalam
susunan organisasi vang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan
fungsinva didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan,

12. Esclon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB I1
PEMBENTUEAN ORGANISASI
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencansan
Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Dacrah
Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, terdiri atas :

1) Inspektorat;

2] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3) Satuan Polisi Pamong Praja

4) Badan Kesatuan Bangsa Politik;

5) Badan Pemberdayaan Masyarakal, Pemberdayvaan Perempuan, HKeluargs
Berencana dan Pemerintahan Desa;

6] Badan Lingkungan hidup;

7) Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu;

8] Badan Pengelola Perbatasan.

9] Badan Penanggulangan Bencana Provinsi

BAE III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Inspektorat

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

(1] Imspekiorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
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(2} Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melahai
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan lerhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kola dan pelaksanaan
urusan pemeriniahan di daerah Kabupaten/Kota,

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 6
Untuk menyvelengparaksan tugas pokok scbagamimana dimaksud dalam Pasal 5,

Inspektoratl mempunyal fungsi :

#. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan sesuai dengan rencana
sirategis vang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kcbijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan Bidang
pembangunan;

d. Pemeriksaan, pengusulan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang
pemerintahan;

£, pemeriksasn, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang
kemasyarakatan;

f.  penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
g. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional,

1. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuail dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 7
(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdird atas
a. Inspekmr;

b, Sckretaris, membawahkan :
(1) Bub Bagian Perencanaan Program:



6

{2} Sub Bagian Umum dan Keuangan;
(3) Bub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c. Inspektur Pembantu Wilayah T
- Jabatan lungsional
d. Inspektur Pembantu Wilayah 11 ;
- Jabatan fungsional
c. Inspektur Pembantu Wilayah I1I :
- Jabatan fungsional

(2} Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kena Inspektoral sebagaimana tersebuat
dalam lampiran | Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

(1) Badan Perencanaan Pembanpunan Daerah merupakan unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,

Paragraf 2
Tugas

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan  pelaksanaan  kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan dan statistik daerah,

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 10
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi

a. perumusan  kebpyakan tekms dibidang  perencanaan pembangunan dan
statistik daerah sesuai dengan rencana strategis vang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;
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pemberian dukungan  atas  perencanaan, pembinaan dan  pengendalian
kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunaan dan statistik daerah;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang ekonarni;

perumusan, perencanasn, pembinasn, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang pengembangan sumber daya manusia;

perumusan, percncanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang sosial budaya;

porumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang prasarana dan pengembangan wilayah;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan  pemantauan
pembangunan;

penyelenggaraan urusan kesckrotariatan;
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya,

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Busunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah, terdir atas:

a. Kepala Badan;
b. Sekretans, membawahkan ;
(1) Sub Bagian Perencanaan Program;
{2) Sub Bagian Umum;
(3} Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
(1) Bub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
[2] Bub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya,
d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahlkan :
(1) Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual;
(2} Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat,
¢. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
(1} Bub Bidang Sesial dan Pemerintahan;
(2] Sub Bidang Kebudayaan;
f. Bidang Prasarana dan Pengembangsan Wilayah, membawahkan ;
(1} Sub Bidang Prasarana Wilayah;
(2] Bub Bidang Pengembangan Wilayah.



g. Bidang Pengkajian Potensi Siatistik, Pengendalian dan Pemantauan
Pembangunan, membawahkan :

(1) Sub Bidang Penghkajian Potensi Dacrah;

[2) Bub Bidang Statistik ;

(3) Sub Bidang Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana tersebul dalam lampiran [1 Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudulkan

Pasal 12
(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Gubernure di

bidang Penegakan Perda dan Ketertiban Umum.

(2] Batuan Polisi Pamong Praja dijabat oleh Kepala satuan dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalai Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 13

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok Penegakan perda, ketertiban
umum dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pamong Praja .

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan  ketenteraman  masyarakat  serta perlindungan
masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daecrah dan  Peraturan
Gubernur;
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c. pclaksanaan kebijakan penyelenpgaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

€. pelaksanaan koordinasi  penegakkan Peraturan Daerah dan  Peraturan
Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
dengan aparat Kepolisian Negara, Penvidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dan fatau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi
dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang
tugas pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan scsuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 15

(1} Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

a. Kepala Satuan;

a. Sekretaris, terdiri ailas;

(1}5ubbagian Program;
{2)Bubbagian Keuangan; dan
[3)Subbagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
(1)Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan: dan
12)Beksi Penyelidikan dan Penvidikan.

c.  Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
[1}5eksi Operasi dan Pengendalian; dan
(2)Seksi Kerjasama.
d.  Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
(1)Seks Pelatihan Dasar: dan
(2)Beksi Teknis Fungsional,
c. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
[1}5eksi Satuan Linmas; dan
(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.

. Kelompok Jabalan Fungsional.

(2} Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Satuan Polisis Pamong Praja
sebagaimana tersebul dalam lampiran 111 Peraturan Gubernur ini.
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Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsure pendukung fugas
Gubernur di bidang lesatuan bangsa dan politik.

(2} Badan Kesaruan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam
melaksanakan lugasnyve berada i bawah dan bertangouing jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Badan Kesaluan Bangsa duan Politik mempunyal tugss pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijukan daerah di bidang kesatuan bangsa dan
politile.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Untule menyelengparakan tugas pokok sebagaimang dimaksod dalam Pasal 17,
Badan Eesatuan Bangsa dan Politk mempunyai fungs: ;

a  perumusan lebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai
dengan rencana strategis vang telah ditetaplan oleh Pemerintah Daerah;

b pomberian dubkungan atas perencanaan, pembinean dan pengendalian
kebijalkan telnis bidang kesatnan bangsa dan politik,

€. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
hidang pembinaan deolog kebangsaan;

d  perumusan, pereficanaan, pembinasn, koordmasi dan pengendalisn toknis di
bidang politik dalam negeri;

B perumusan, perencanaan, pembinasn, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Kewaspadaan Nasional;

f.  penyvelengearaan urasan kesekremariatan
g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional,

h. pelaksanaan wogas lain vang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang
tugasnya.



Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19
[1] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
#. Kepala Badan.
b Sekretans, membawahkan
(1} Suhb Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
12} Bub Bagian Umum;
(3) Sub Baglan Keuangan.
c. Bidang Bina ldenlogi kebangsaan, membawahlan :
(1) Sub Bidang Ketahanan Ideologt Negara!
2) Subs Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan.
i. Bidang Pohtk Dalam Nepen, membawahkan :
(1) Bub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakal dan Kelembagaan;
(2) Sub Bidang Lembapga Perwakilan, Partai Politik dan Pemilu.
e. Bidong Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
(1] Bub Bidang Kewaspadaan Dini:

12) Buly Bidang Bina Masvarakat Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan
Lembaga Asing

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangss dan Politik
sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Bagian Helima
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan
Keluarga Berancana dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

(1) Badan Pemberdayaan Masvarakat, Pemberdavaan Perempuan, Keloarga
Berencana dan Pemermiahan Desa merupakan unsur pendukung tagas
Gubermnur di bidang Pemberdavaan Masyarakat, Poemberdayasan Perempuan,
Keluarga Berencana dan Pemerinlahan Desa,

(2] Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Percmpuan, Keluarga
Berencana dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam
melaksanakan tugasnva berada di bawah dan bertangpung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

Badan Pemberdavaan Masvarakat, Pemberdayaan Peremplan, Keloarga
Berencana dan Pemerintahan Desa mempunyal ugas pokok melaksanakan
penyvusunan dan  pelaksanaan  kebijakan dacrah di  bidang Pemberdayaan
Masyarakat, Pemberdayaan Perempusn, Keluarga Berencang dan Pemerintahan
Pesa

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22

Uniuk menyeléenggarakan tugas pokok scbagaimana dimahksud dalam Pasal 21,
Badan Pemberdavaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga
Berencana dan Pemerintahan Desa mempunyal fungsi

a4  porumusan  kebijakan  teknds  di bidang  Pemberdavean Masyvarakat,
Pemberdayaan Perempuan, Keluargs Berencana  den Pemerntahan Desa
sesual dengan rencana siralegis yvang lelah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah;

b.  pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan  pengendalian
kebijakan tekmis' hidang Pemberdayaan Masvarakal, Pemberdavaan
Perempuan, Keluargs Berencana dan Pemerintahan Desa

& porumusan, perencanaon, pembinonn, koordinesi dan pengendalian (eknis di
bidang Pemberdavasn Masyarakal.

d perumusan, perencanaan, pemiinaan, koordinasi dan pengendalian rekmis di
bidang Pemberdayaun Perempuan dan Perlindungan Anak;

8. petumusan, perencanasn, peimbinaan, koordinasi dan pengendallan teknis di
bidang Keluarga Berencana;

f  porumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian icknis di
hidang Pemerintahan Desa;

punyelenggaraan urasan kesekretariaran;
h.  pembinaan Kelompok Jabartan Fungsional,

| pelaksanaan tugas lain yvang diberiken olch atasan sesuai dengan bidang
Lidgasnva,

Paragraf 4
Pasal 23

|3] Badan Pemberdayan Masyarakat, Pemberdaysan Perempuan, Keluargs
Bevancana dan Pemertniohon Decs adalah enhapai herilot

8. Kepala Badan
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Sebkretaris, membawahkan

(1] Sub Baman Perencanaan Program;

(2] Sub Bagian Umum;

[3] Sub Bagian Keuangan.

Bidlang Ketahanan dan Sosial budaya Masyaralat membawahkan .
(1] Sub Bidang Ketahanan Masvarakat

(2] Sub Bidang Sosial Budayva Masyarakat

Bidang Elkonomi dan Teknologi Tepal Guna, membawahkan :

(1] Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

(2] Sub Bidang Prasarana dan Sarana Teknolog Tepat Guna

Bidang Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan  Anak
membawahkan

(1} Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

(2] Sub Bidang Perlindungan Anak

Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :

(1} Sub Bidang Keluargs Berencana,

2} Sub Bidang Keluariga Sejahtera;

Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan -

(1} Sub Bidang Pengeinbanpan dan Admimstrasi Desa

(2) Sub Bidang Kelembagaun dan Kapasitas Aparanir Desa
. Kelompok Jabatan Fangsional

2] Bagan Susunan Orpanisasi dan Tatakerja Badan Pemberdayasn Masvarakat,
Pemberdayaan Perempuan, Keluargas Berencana dan Pemermitahan Dess
sebapaimana tersehut dalam lampiran V Peraturan Gubernur ink

Bagian Keenam
Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

(1] Badan Lingkungan Hidup merupakan ansur pendukung tugas Gubernur di

bida

ng Lingkungan Hidup.

(2} Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh secorsng Kepala vang dalam
melaksanekan tugasnva berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melahy Sckretars Daerah
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Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Linglkungan Hidup:

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan fugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
Badan Lingkungan Hidup mempunyval fungs :

(1)

porumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup sesusi dengan
rencana strategis vang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

. pemberian  dukungan atas perencanaan,; pembinaan den  pengendalian

kebijakon telkenis hidang Lingkungan Hidup

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan penpendalian tekmis di
bidang Pengkajinn Dampak Lingkungan

perumusan, percncatiaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
hidang Pengendalian Pencemaran;

perumusan, percncanaan, pembinann, koordinasi dan pengendalian teknis di
hidang Pengendalian Kerusakan;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinast dan pengendalian teknis di
lidang Pengembangan,

penvelenggaraan urusan kesekretariatan:
pembinaan Kelompok Jabdtan Fungsional;

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh atssan sesual dengan bidang
[LUZASNYA,

4
Susunan Organisasi

Pasal 26

Badan Lingkungan Hidup, adalsh scbagai berikul ;
a. Kepals Badan
b. Sekretaris, membawahbkan

(1} Sub Bagian Perencanaan Program,

(2} Sub Bagian Umnum!

(3} Sub Bagian Keuangan
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o Bidang Pengkujian Dampak Lingkungan, membawahlkan |
(1) Sub Bidang Penataan Hukum
2] Bub Bidang Pengkajinn Dampak Lingkungan
d.. Bidang Pengendalian Pencemaran, membawahkan
(1] Sub Bidang Pengendalian Penocomaran Air dan Laut;

(] Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Tansh, dan Limbah
Bahan Berbahayva dan Beracun

t.  Bidang Pengendalian Kerusakan, membawahloan |
(1} Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Hutan dan Tanah Air;

(2] Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Keanckaragaman Hayall dan
Ekosistern Pesigir/Laut

f.  Bidang Penpembangan, membawahkan
1] Sub Bidang Kapasitas Lingkungan:
(2] Sub Bidang Teknologi Lingkungan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2] Bagan Busunan Organisasi dan Talakerja Badan Lingkungan Hidup
sebagaimana tersebul dalam lampiran VI Peraturan Gubernur ind,

Bagian Ketujuh
Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu

Paragraf 1
Hedudukan

Pasal 27

(1) Badan Penanamean Modal Daerah dan Perijinan Terpadu merupakan unsur
pendulkimg hugas Oubernur di hidang Penanaman Modal Daerah dan Perijinan
Terpadu.

{2} Badan Penanaman Modal Daerah dan Perfjinan Terpadu dipimpin oleh scorang
Kepala vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanpgung
jawab kepada Gubermur melalui Sekretaris Daerah,

Paragraf 2
Tugas
Pasal 28

Badan Penanaman Modal Dacrah dan Perijinan Terpadu mempunyal tugas pokok
melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanann  kebijakan daerah di bidang
Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu.
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Paragraf 3
Fungsi

Pasal 29

Untuk menvelenggarakan fugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Badan Penanaman Modal Daerah dan Pertjinan Terpadu mempunyai fungsi ;

perumusan  kebijakan teknis di bidang Penanamain Modal Daerah dan
Perijinan Terpadu sesuai dengan rencana strategls vang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;

pemberian dukungan atas percocanaan, pembinasn dan penpgendalian
kehijakan teknis bidang Penanaman Modsal Daerah dan Perijinan Terpadu,

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Pengembangan,

perimusan, perencanaan, pembmaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
dang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;

perumisan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Pengendalian dan Pengawasan:

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Pelayanan Perijinan,

penyelenggaraan urisan kesekretariaman;
pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

pelaksanaan tugas lan vang diberilcan oich atasan sesua dengan bidang
TUgASTIVE,

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 30

{1} Badan Penanaman Modal Dacrah dan Perizinan Terpadu terdin atas;

a. Hepala Badan
b, Sekretaris, membawahkan -
(1] Bub Bagian Perencanaan Prograim;
(2} Sub Bagian Urnum;
(3) Subh Hagian Keuangan
o, Bidang Pengembangan, membawahkan
(1} Suhb Bidang Perencanaan dan Eebijakan Penanaman Modal
(2] Sub Bidang Kajian Potensi Sumberdaya acrah,
i Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahlkan :
(1) Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
(2} Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
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e Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan :
(1] Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal
(2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan /Simpedal

f. Bidang Pelavanan Perizinan, membawahkan ;

(1) Bub Bidang Sekior Primer
2] Sub Bidang Sekior Sckunder
) Sub Bidang Sckior Tersier

g Helompok dabatan Fungsional

(2] Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerjs Badan Penanaman Modal Dasrah
dan Perizinan Terpadu sebapaimana rersebul dalam lampiran VII Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Badan Pengelola Perbatasan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

(I} Badan Pengelola Perbatasan Provinsi merupakan unsur pendukung fugas
Gubernur di bidang Pengelola Perbatasan,

(2] Badan Pengelola Perbatasan dipmmpn oleh seorang Kepala vang dalam
melaksanakan lugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalul Sekretaris Dacrah.

Paragraf 2
Tugas
Pasgal 32

Badan Pengelola Perbatasun mempunyai tugas pokok melaksanakan permyusunan
dhani pelaksanaan kebijakan daecrah di bidang Pengelola Perbatasan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33
Unluk monyelenggarakan mgas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi mempunyai fungsi :

a.  perumusan kebijakan tekmis di bidang Pengelola Perbatasan sesual dengan
rencans strategis vang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
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pemberian  dukungan atas perencanaar, pembinasn dan  pengendalian
kebijakan teknis bidang Penpelola Perbatasan.

perumusan, perencanasn, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Penpelolaan Batas Negara.

perumusan; perencanaan, pembinaan, koordinas) dan pengendalian tekms o
bidang Pengelolaan Potensi Kewasan;

perumusan, perencansan, pembingan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Pengelolaan Infrastrukiur Kawasan;

perumisan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Kerjasama;

penyelenggaraan urusan Kesekretariatan,
pembinast Kelompok Jabatan Fungsional,

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang
fLgasnys,

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 34

Badan Pengelola Perbatasan terdin atas:

a. Kepala Badan

b. Sckretaris, membawahkan :
(1} Sub Bagian TU dan Kepepawaian
(2} Sub Begian Umum
{3) Sub Bagian Perencanaan

o Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahkan ;
(1] Sub Bidang Pengelolaan Batas Darat, Laut dan Udars
{2} Sub Bidang Pengelolasn Lintas Batas Negara

d. Bidang Penpgelolann Potensi Kawasan, membawahkan -
{1} Sub Bidang Potensi Ekonomi dan Sumber Dava Alam
[2) Suly Bidang Polensi Sosial dan Budaya

e, Bidang Infrastruktur Penpembangan Kawasan, membawahkan ;
(1] Bub Bidang Infrastrukiur Ekonomi, Sosial dan Budaya
(2] Sub Bidang Infrastruktar Fisik dan Pemernntahan
{3) Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan

f. Kelompok Jabatan Fungsional
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(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi
sebapaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Gubermar ini.

Bagian Hesembilan
Badan Penanggulangan Bencana Provinsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

(1) Badan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pendukung  tugas
Gubernur di bidang Penanggulangan Bencana.

(2) Badan Penanpgulangan Bencana dipimpin oleh scorang Kepala sccara ex-
officioc yang dijabat oleh Seckretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Gubernur

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penangpulangan
Bencana.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

a,  perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana  sesuai
dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan  pengendalian
kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana.

c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan.

d.  perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
hidang Kedaruratan dan logistik;

€. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang REehabilitasi dan Rekonstruksi.
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f.  penvelenggaraan urusan kesekretariatan;

=

pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

h. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi
Pasal 38

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah sebagai berikul :
a. Kepala;
b. Unsur Pengarah;
. Unsur Pelaksana, yvang terdin atas ;
1). Kepala Pelaksana;
2). Sckretaris, membawahlkan :
(1) Bub Bagian Perencanaan Program:
(2) Sub Bagian Umum;
(3) Sub Bagian Keuangan,
3). Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
i1) Seksi Pencegahan;
(2) Schksi Kesiapsiagaan,
4). Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawaahkan :
(1) Seksi Penanganan Darurat;
(2) Seksi Logistik dan Peralatan.
a). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan
i1) Seksi Rehabilitasi
(2) Seksi Rekonstruksi
&). Kelompok Jabatan Fungsional

(2] Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana
sebagaimana tersebul dalam lampiran IX Peraturan Gubernur ini,

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 39

1) Dalam rangka pengembangan lungsi dan pelaksanaan operasional Lembaga
Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan,
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(2] Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta
analisa jabatan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 41

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang
keterampilan dan keahliannva.

{2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior vang diangkat
oleh Gubernur atas usul Kepala Badan /Kantor.

{3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesual peraturan
perundang-undangan yvang berlaku.

EBAE VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 42

{1} Kepala Badan/Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari
Pegawai Negeri Sipil yvang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

{2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat
dan diberhentikan oleh Gubernur dar Pegawal Negeri Sipil vang memenuhi
syarat atas usul Kepala Badan melalui Sckretans Dacrah sesuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur dari Pegawai MNegeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku,
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BAB VII
ESELON ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI

Pasal 43

(1) Kepala Badan, Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon 1.4,

(2) Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis Lembaga Teknis Daerah dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan
Struktural Eselon III a

(4) Kepala Bub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon
V.a

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 44

(1) Dalam melaksanakan (ugas pokok dan fungsi, Kepala Badan, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing masing maupun
antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di
luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2] Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan
dan perunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannva,

(3) Betiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhipetunjuk
dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat waktu.

(4) Sctiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan  Organisasi  dar
bawahannya wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan
lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

() Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala  atasan, lembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang
secara lungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan Lembaga Teknis Provinsi diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Gubernur.

(¥] Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Provins
wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 45

Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara
struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya
sesual dengan Daftar Urut Kepangkatan.
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BAER IX
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biava yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

BAB X
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 47

(1] Peraturan Dacrah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku dengan tetap memperhatikan
kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.

(2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Litelatur terhadap Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Dacrah Provinst Kalimantan Utara yang
diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang
berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka segala bentuk
Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama
dengan peraturan iml dimyatakan tidak berlaku.

(4) Pada saat mulai berlaku Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Gubernur ini.

BAE XI
HETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

{1} Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Ini, maka Peraturan Gubernur
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara {Berita Dacrah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2013 Nomor 03), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Dacrah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara adalah
scbagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

(3) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka segala bentuk Peraturan
ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi vang sama dengan
peraturan ini dinvatakan tidak berlakou.
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Pasal 49
Peraturan Daerab inl mulai berlako pada tanggal diundangkan,
Agar setinp orang mengelahuinya, memerinfahkan penpundanpgan Peraturan

Gubernur  int  dengan  penemnpatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Ulara

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Marer 2014

Pj. GUBERNUR KALTMANTAN UTARA,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMEBRIE

Diundangkan oi Tanjung Selor
pada tanggal 10 Marel 2014

SEKRETARIS/DAERAH PROVINSI
UTARA,

ttd

Drs. H, BADRUN, M 8i
Pembina Utama Madya, [V/d
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Reformasi birokrasi baltk pada Pemerintah Pusatl maupun Pemerintah
Dacrah merupakan kebutuhan dalam upayva mewwjudkan pemerintahan yang
baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah dacrah
antara lain bidang organisasi perangkat daerah vang diarahkan untuk terciptanya
organisasi yang efisien, efekrif, rasional dan proporsional sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanyva koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat
dan dacrah,

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh
perangkat dacrah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip  manajemen
terdiri dari unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, uURSUr perencana,
unsur pelaksana, unsur pendulung serta unsur pelayvanan.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya
mempertimbangkan fakior keuangan, kebuluhan daerah, cakupan tugas yang
melipuli sasaran tugas vang harus diwwjudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas
wilayah kerja dan kondisi peografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi
daecrah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasaran
penunjang tugas, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat dacrah
disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi
adalah adanya urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah, vang
terdiri dan urusan wajib dan urusan pilihan, namun tdak berarti bahwa schap
penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendir.

Dalam rangka pencrapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
antar dacrah dan antar sektor, masing-masing pemerintah daerah taat asas dan
taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan
melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arghan, pedoman, bimbingan, supervisi,
pelatihan serta kerjasama.

Penataan kelembagaan perangkat dacrah  Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 dan sudah mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007, schingga dalam pembentukan Perangkat Daerah vang ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama
atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing perangkat
daerah (sekretariat daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan),
Sebagai pelaksanaan pola organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara
lerhadap Peraturan Dacrah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanasn Pembangunan Dacrah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kalimantan Utara, dipolakan prinsip manajemen yang diwadahi dalam Lembaga
Teknis Daerah sebagai unsur pendukung sifatnya lebih teknis dan atau spesifil,
sepert ;
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a. Inspektorat, sebagai unsur pengawas penyvelenggaraan pemerintahan, baik
di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka alountabilitas dan
objektifitas  hasil penpgawasan,Inspektur dalam  pelaksanaan  tugasnya
bertanggung  jawab  langsung  kepada Gubernur  sedangkan  kepada
Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratil dalam hal
keuangan dan kepegawaian.

b. Badan Perencanaan Permmbangunan Daerah, scbagai unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan
perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi,
tmigi, tujuan, strategl, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

¢. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih
teknis dan atau spesifik dapat berbentuk badan, kanlor dan rumah sakit,
sedangkan penentuan jenisnya melalui analisi beban kerja atau tugas.
Dalam penataan satuan kerja perangkat dacrah dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan tara telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi,
antara lain visi dan misi vang jelas, pelembagaan fungsi staf dan

2, Fungsi lini serta fungsi pendukung secara legas, efisien dan efektifitas,
rentangkendali serta tata kerja vang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukoup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
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Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan
adalah  tupas untuk melaksanakan kegiatan  teknis  yang  secara  langsung
berhubungan dengan pelavanan masyvarakat sedangkan teknis penunjang adalah
melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan  tugas  organisasi
induknya.

Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pazal 22
Culkup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Culup jelas
| Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
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Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Culkup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jclas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 10
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